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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis paparkan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah didapatkan, yaitu: 

1. Sebagaimana yang diketahui bahwa dasar hukum bagi 

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia adalah Undang-Undang 

Penyiaran. UU tersebut mengatur mengenai kegiatan penyiaran 

yang diselenggarakan dengan spektrum frekuensi radio. Terdapat 4 

(empat) pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran 

berdasarkan UU Penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, 

lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan 

lembaga penyiaran berlangganan. Namun seiring dengan adanya 

perkembangan teknologi yang terjadi, maka saat ini terdapat sebuah 

layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan 

penayangan konten-kontennya, disebut dengan layanan konten Over 

The Top. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai layanan konten Over The Top 

itu sendiri, sehingga dalam hal ini penulis melakukan analogi untuk 

memasukan layanan konten Over The Top sebagai penyiaran 

sebagaimana telah diatur dalam UU Penyiaran. Dapat disampaikan 

bahwa media penyiaran di antara keduanya berbeda, dimana untuk 

media penyiaran konvensional menggunakan spektrum frekuensi 

radio, sedangkan dalam layanan konten Over The Top menggunakan 

internet. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai layanan 

konten Over The Top juga menimbulkan adanya pembedaan 

perlakuan yang dirasakan oleh lembaga yang menyelenggarakan 

penyiaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, yang 

kemudian timbul adanya Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020. 
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Pada putusan tersebut pemohon melakukan permohonan untuk 

menambahkan frasa “siaran dengan menggunakan internet” dalam 

definisi penyiaran yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU 

Penyiaran, sehingga bagi layanan konten Over The Top dikatakan 

juga harus tunduk pada UU Penyiaran. Akan tetapi definisi dari 

penyiaran berada pada bagian ketentuan umum yang berarti apabila 

dilakukannya penambahan frasa “siaran dengan menggunakan 

internet” pada bagian definisi, maka akan mengubah makna 

keseluruhan dari UU Penyiaran tersebut. Jika tidak dilakukannya 

pengubahan secara keseluruhan dari UU Penyiaran, maka akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, setelah 

dilakukan analogi berdasarkan UU Penyiaran dan atas dasar Putusan 

MK Nomor 39/PUU-XVII/2020 dapat disampaikan bahwa antara 

penyedia layanan konten Over The Top dengan lembaga penyiaran 

berbeda, sehingga tidak dapat diberikan pelindungan hak terkait 

sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta berikan bagi lembaga 

penyiaran. 

2. Mola TV sebagai penyedia layanan konten Over The Top di 

Indonesia tidak dapat diberikan pelindungan hak terkait 

sebagaimana yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Cipta 

kepada lembaga penyiaran, dikarenakan setelah dilakukannya 

analogi mengenai kedudukan dari layanan Over The Top apakah 

dapat dipersamakan dengan penyiaran sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, didapatkan hasil bahwa 

keduanya adalah berbeda. Maka dari itu, penulis mencari alternatif 

lain agar Mola sebagai pihak yang konten layanannya dipergunakan 

untuk tujuan komersial tanpa izin oleh pihak ketiga, dapat 

melakukan upaya hukum. Dalam hal ini Mola memiliki perjanjian 

baku yakni pada syarat dan ketentuan yang tersedia baik pada 

website maupun aplikasi Mola. Dalam perjanjian bakunya tersebut 

terdapat klausa yang menyebutkan bahwa konten-konten yang 

tersedia dalam paket berlangganan Mola hanya terbatas untuk 
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kebutuhan pribadi saja, tidak ditujukan untuk tujuan komersil, 

meskipun dalam hal ini pengguna telah melakukan pembelian paket 

berlangganan. Berdasarkan pada Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata, 

ketika perjanjian telah dinyatakan sah maka perjanjian tersebut akan 

mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana 

konsekuensinya adalah harus ditaatinya perjanjian tersebut. Dalam 

buku III KUHPerdata juga dikenal mengenai asas kebebasan 

berkontrak sehingga kedudukan dari perjanjian baku diperbolehkan 

dalam hukum. Melihat hal ini, maka Mola dapat melakukan upaya 

hukum perdata dengan melakukan gugatan wanprestasi dikarenakan 

adanya perjanjian serta prestasi yang terukur, dikarenakan adanya 

salah satu pihak yang tidak mentaati isi dari perjanjian yaitu dengan 

menggunakan konten Mola untuk tujuan komersial. Dengan ini, 

maka Mola dapat memintakan ganti rugi kepada pihak yang 

merugikan berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdata. 

5.2 Saran 

1. Dapat disampaikan bahwa perkembangan teknologi kian hari semakin 

mengalami kemajuan, salah satunya dengan adanya keberadaan sebuah 

layanan yang menyiarkan kontennya dengan menggunakan jaringan 

internet, disebut layanan konten Over The Top. Akan tetapi dapat 

dikatakan jika Indonesia sendiri masih belum siap dalam menghadapi 

perkembangan teknologi tersebut, dikarenakan belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal 

tersebut, sedangkan sudah seharusnya bahwa peraturan perundang-

undangan harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat. Menurut pandangan penulis, pemerintah perlu untuk 

membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai layanan 

Over The Top tersebut, dimana untuk saat ini hanya terdapat SE 

Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 saja yang bahkan tidak dapat dikatakan 

sebagai peraturan perundang-undangan dikarenakan sifatnya yang 

internal dan tidak mengikat. Dengan terjadinya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak ketiga terhadap konten yang disiarkan oleh 
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layanan konten Over The Top tanpa izin, maka dirasa perlu bagi 

pemerintah untuk dapat segera membuat peraturan perundang-undangan 

baru yang khusus mengatur mengenai layanan konten Over The Top, 

khususnya mengenai transaksi dalam penyediaan layanannya dan 

kegiatan penyiaran melalui internet, baik secara kontraktual maupun 

non-kontraktual, serta akibat hukum apabila telah dilakukannya 

pelanggaran. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai 

layanan Over The Top juga diharapkan  dapat menciptakan kegiatan 

berusaha yang adil (equal level playing fields) dalam kepentingan 

industri dan bisnis. Internet pun merupakan hal yang sangat mudah 

diakses oleh siapa pun, termasuk anak-anak, maka dari itu 

dibutuhkannya suatu pengawasan dalam penggunaannya agar terhindar 

dari konten negatif yang ada di internet.   

2. Dalam hal ini, bagi siapapun pihak yang berkedudukan sebagai pemilik 

ataupun pemegang lisensi atas hak siar untuk sebuah karya siaran, agar 

dapat melakukan sosialisasi mengenai karya siarannya kepada khalayak 

umum secara lebih intensif dan secara meluas, disertai dengan 

memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini 

dikarenakan mungkin masih banyaknya masyarakat yang awam akan 

hukum, terlebih bahwa adanya aturan mengenai penyelenggaran 

kegiatan nonton bersama di area komersil yang jika ingin 

diselenggarakan harus atas izin tertulis dari pemilik atau pemegang hak 

siar, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jika kegiatan sosialisasi 

dan penyuluhan hukum telah dilakukan namun tetap ada pihak yang 

melanggar, maka pemilik atau pemegang lisensi atas hak siar dapat 

melakukan upaya hukum secara tegas. 

3. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 30 Undang-

Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dimungkinkan jika 

pelanggaran terhadap penerima lisensi hak siaran dapat juga terjadi 

melalui tindakan-tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya 

perjanjian yang mengikat para pihak, sehingga upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh penerima lisensi selain dengan menggugat berdasarkan 
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wanprestasi, dapat juga menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH). 
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